PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
J1. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PROVINSI BANTEN
NOMOR:800 / 217" -BPBJ/2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten, perlu
adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pelayanan
Informasi Publik dan Dokumentasi sebagai pedoman dalam
bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir a. perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna
Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5149);
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Memperhatikan :
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Peraturan - Pemerintah - Nomor 72 Tahun 2019  tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 ‘Tahun 2016

Tentang  Perangkat  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Dacrah Provinsi Banten Nomor & Tahun 2012 tentang
Tata Kelola  Keterbukaan  Informasi  Publik ~ Dalam
Penyclenggaraan  Pemerintah  Dacrah  (Lembaran  Daerah
Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Dacrah Provinsi Banten Nomor 44);

8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Bsnten Nomo 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Provinsi Banten;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 37).

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Biro Pengadaan
Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Biro Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pelayanan Informasi
Publik dan Dokumentasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Banten merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan rincian SOP
sebagai berikut:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP),
SOP Pelayanan Informasi Publik;

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;

SOP Uji konsekuensi Informasi Publik;

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi;

SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan.

NUnAWD

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalam
penetapan, akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana
mestinya sesuai ketentuan.
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Ditetapkan di  : Serang
Pada tanggal  : 29 Oktober 2021

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

SOERJO SOEBIANDONO

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan),

2. Wakil Gubernur Banten;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi.
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